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LAMPIRAN WAWANCARA

WAWANCARA I

	Nama Narasumber
	:
	Dra. Emidayati

	Jabatan
	:
	Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam

	TanggalWawancara
	:
	16 Januari 2026

	Waktu
	:
	10.00 - 11.30 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Hakim Pengadilan Agama Lubuk
Pakam



Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan:
Ibu adalah Hakim yang memeriksa dan memutus Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk.Bisakah Ibu menjelaskan secara singkat tentang perkara tersebut?
Jawaban:
Ya, perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk adalah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh empat orang Pemohon, yaitu kedua orang tua dari calon mempelai perempuan dan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki. Yang menarik dari perkara ini adalah kedua calon mempelai sama-sama masih di bawah umur 19 tahun, yaitu calon mempelai perempuan berusia 17 tahun 4 bulan dan calon mempelai laki-laki berusia 17 tahun 2 bulan. Biasanya perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan kami mayoritas hanya satu pihak yang di bawah umur, biasanya pihak perempuan, sedangkan calon suami sudah dewasa.Namun dalam perkara ini keduanya masih di bawah umur sehingga dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus.
2. Pertanyaan:
Apa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut?
Jawaban:
Para Pemohon mendalilkan bahwa kedua anak mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak April 2023, sudah sekitar satu tahun sebelum permohonan diajukan.Mereka sering pergi berdua dan hubungan mereka sudah diketahui oleh kedua keluarga.Pada tanggal 17 Mei 2024, kedua keluarga bahkan sudah melaksanakan acara lamaran. Alasan utama permohonan adalah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama mengingat hubungan mereka yang sudah sangat dekat. Ini berbeda dengan mayoritas perkara dispensasi kawin yang biasanya beralasan kehamilan di luar nikah. Dalam perkara ini, alasannya bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma.
3. Pertanyaan:
Bagaimana pertimbangan hukum yang Ibu gunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut?
Jawaban:
Pertama, saya mempertimbangkan aspek formal yaitu kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.Kedua, saya memastikan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai orang tua kandung dari kedua calon mempelai.Ketiga, saya mendengarkan langsung keterangan dari kedua anak yang dimintakan dispensasi untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dan mereka benar-benar menghendaki perkawinan tersebut.Keempat, saya memverifikasi tidak ada halangan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Kelima, saya mempertimbangkan kesiapan ekonomi calon suami yang sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp4.500.000,- per bulan. Keenam, saya juga mempertimbangkan bahwa hubungan mereka yang sudah sangat dekat berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan.
4. Pertanyaan:
Apakah Ibu memberikan nasihat kepada kedua anak yang dimintakan dispensasi sebelum mengabulkan permohonan?
Jawaban:
Tentu saja.Sesuai dengan amanat Perma Nomor 5 Tahun 2019, saya wajib memberikan nasihat kepada anak yang dimintakan dispensasi tentang berbagai risiko perkawinan anak.Saya menjelaskan secara komprehensif tentang risiko terhadap pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan dan tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun. Saya juga menjelaskan risiko kesehatan terutama terkait kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis dan psikis karena harus memikul tanggung jawab sebagai suami istri di usia muda, dampak sosial dan budaya, dampak ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saya juga menyarankan kepada kedua anak untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun. Namun setelah mendengar nasihat tersebut, kedua anak tetap pada pendiriannya untuk segera menikah.
5. Pertanyaan:
Dalam perkara ini, tingkat pendidikan kedua calon mempelai relatif rendah, yaitu SD untuk calon istri dan SLTP untuk calon suami.Apakah hal ini menjadi pertimbangan khusus dalam penetapan?
Jawaban:
Memang benar tingkat pendidikan kedua calon mempelai masih rendah.Calon mempelai perempuan hanya menempuh pendidikan sampai SD dan calon mempelai laki-laki sampai SLTP.Hal ini tentu menjadi perhatian saya karena pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan.Dalam nasihat yang saya berikan, saya sudah menyampaikan pentingnya pendidikan dan dampak negatif jika pendidikan terhenti karena perkawinan.Namun demikian, saya sebagai hakim memiliki keterbatasan kewenangan.Saya tidak dapat memaksakan syarat-syarat tertentu seperti kewajiban melanjutkan pendidikan dalam amar penetapan karena tidak ada dasar hukumnya.Yang bisa saya lakukan adalah memberikan nasihat dan harapan agar meskipun sudah menikah, mereka tetap berupaya melanjutkan pendidikan baik formal maupun non-formal.
6. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Ibu tentang interpretasi 'alasan sangat mendesak' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019?
Jawaban:
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam praktik, interpretasi terhadap frasa ini memang bervariasi. Untuk perkara yang beralasan kehamilan di luar nikah, hampir semua hakim sepakat bahwa ini termasuk alasan sangat mendesak karena jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, anak yang dikandung akan lahir tanpa kepastian status hukum dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Untuk perkara yang tidak beralasan kehamilan seperti perkara ini, memang terdapat ruang interpretasi yang lebih luas. Saya berpendapat bahwa hubungan yang sudah sangat dekat dan sudah berlangsung lama, ditambah dengan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama, dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak meskipun tidak se-mendesak alasan kehamilan. Ini sejalan dengan kaidah fiqih 'dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih' atau menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
7. Pertanyaan:
Bagaimana Ibu menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam perkara ini?
Jawaban:
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas pertama yang harus dipertimbangkan dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perkara ini, saya menerapkan prinsip tersebut melalui beberapa cara. Pertama, saya mendengarkan langsung pendapat kedua anak di persidangan.Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang rencana perkawinan, alasan ingin menikah, dan kesiapan mereka.Kedua, saya memverifikasi tidak ada paksaan dalam bentuk apapun.Ketiga, saya memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak.Keempat, saya menyarankan penundaan perkawinan. Namun pada akhirnya, ketika kedua anak tetap pada pendiriannya dan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk hubungan yang sudah sangat dekat dan dukungan dari kedua keluarga, saya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks perkara ini, menikahkan mereka merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan membiarkan hubungan mereka terus berlanjut tanpa ikatan perkawinan yang sah.
8. Pertanyaan:
Apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dalam memeriksa perkara dispensasi kawin?
Jawaban:
Ada beberapa kendala yang sering dihadapi.Pertama, keterbatasan akses kepada psikolog atau konselor profesional.Perma Nomor 5 Tahun 2019 memang memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, namun dalam praktik tidak semua daerah memiliki psikolog yang siap memberikan layanan untuk kasus dispensasi kawin. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kami belum memiliki kerja sama formal dengan psikolog atau lembaga perlindungan anak. Kedua, sifat perkara yang mendesak terutama untuk perkara dengan alasan kehamilan. Kehamilan akan terus berkembang dan anak akan lahir dalam waktu tertentu, sehingga hakim harus segera memutus perkara. Ketiga, keterbatasan kewenangan hakim untuk mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam amar penetapan seperti kewajiban melanjutkan pendidikan atau pendampingan pasca-perkawinan.

WAWANCARA II

	NamaNarasumber
	:
	Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

	Jabatan
	:
	Hakim Senior Pengadilan Agama Lubuk Pakam

	TanggalWawancara
	:
	15 Januari 2026

	Waktu
	:
	09.00 - 10.30 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Kerja Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam



Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan:
Bapak sudah berkarir sebagai Hakim di Pengadilan Agama selama lebih dari 25 tahun.Bisakah Bapak menjelaskan perkembangan pengaturan dispensasi kawin dari waktu ke waktu?
2. Jawaban:
Saya memulai karir sebagai hakim pada tahun 1999 dan telah menangani ratusan perkara perkawinan termasuk dispensasi kawin.Perkembangan pengaturan dispensasi kawin sangat signifikan terutama setelah terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jadi dispensasi kawin pada masa itu hanya diperlukan jika calon mempelai pria berusia di bawah 19 tahun atau calon mempelai wanita berusia di bawah 16 tahun. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan ini signifikan karena menaikkan standar perlindungan bagi anak perempuan dan menghapus diskriminasi berbasis gender.
3. Pertanyaan:
4. Bagaimana konteks historis penetapan batas usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974?
Jawaban:
Penetapan batas usia 16 tahun bagi perempuan pada tahun 1974 memang merupakan langkah progresif pada zamannya, karena sebelumnya tidak ada aturan yang jelas mengenai batas usia perkawinan. Pada masa itu, perkawinan anak bahkan pada usia 13 atau 14 tahun masih banyak terjadi di berbagai daerah. Dengan adanya UU Perkawinan 1974 yang menetapkan batas minimal 16 tahun, setidaknya ada upaya untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu dini. Namun seiring perkembangan zaman, meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak, serta bertambahnya bukti ilmiah tentang dampak negatif perkawinan anak, ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan kemudian dianggap sudah tidak sesuai lagi. Apalagi ketentuan ini juga diskriminatif karena membedakan batas usia antara pria dan wanita. Oleh karena itu, perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah yang sangat tepat dan progresif.
5. Pertanyaan:
Apa dampak perubahan UU tersebut terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin memang meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun pertama.Hal ini wajar karena sebelumnya perempuan berusia 16-18 tahun dapat menikah tanpa dispensasi, sedangkan sekarang mereka memerlukan dispensasi.Namun dalam dua tahun terakhir, terjadi tren penurunan. Data menunjukkan permohonan dispensasi kawin tahun 2023 sebanyak 42 perkara dan tahun 2024 menurun menjadi 33 perkara. Penurunan ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang batas usia perkawinan dan bahaya perkawinan anak mulai memberikan dampak positif di masyarakat. Meskipun demikian, angka 33 perkara dalam setahun masih tergolong tinggi jika kita benar-benar serius ingin menghapuskan perkawinan anak.
6. Pertanyaan:
Berdasarkan pengalaman Bapak, apa faktor-faktor yang paling sering melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin?
Jawaban:
Berdasarkan pengalaman saya menangani perkara dispensasi kawin selama bertahun-tahun, faktor yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah.Ini mencapai sekitar 70-80 persen dari total permohonan. Faktor kedua adalah hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran norma agama. Faktor ketiga adalah sudah adanya lamaran atau pertunangan dari pihak laki-laki yang biasanya sudah dewasa.Faktor keempat adalah alasan ekonomi, di mana orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai anak sehingga ingin menikahkan anaknya.Faktor kelima adalah tekanan sosial dan stigma masyarakat, terutama di daerah pedesaan di mana perkawinan anak masih dianggap wajar.Ada juga faktor budaya di mana sebagian masyarakat masih menganut pandangan bahwa perempuan harus segera dinikahkan setelah mengalami menstruasi.
7. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Bapak tentang penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan pedoman yang sangat baik dan komprehensif untuk mengadili perkara dispensasi kawin. Perma ini mengatur secara detail prosedur pemeriksaan perkara mulai dari pendaftaran hingga penetapan, termasuk kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak, memverifikasi ketiadaan paksaan, memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kami telah berupaya menerapkan Perma ini secara konsisten. Namun ada beberapa aspek yang belum optimal, terutama terkait dengan keterbatasan akses kepada psikolog atau konselor profesional untuk menilai kesiapan psikologis anak. Kami berharap ke depan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga terkait untuk memfasilitasi hal tersebut.
8. Pertanyaan:
Apa saran Bapak untuk meningkatkan efektivitas pencegahan perkawinan anak?
Jawaban:
Menurut saya, pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pertama, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, perlu ada program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar faktor ekonomi tidak menjadi alasan untuk menikahkan anak.Ketiga, perlu ditingkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama bagi anak perempuan di daerah pedesaan.Keempat, perlu ada pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah-sekolah.Kelima, dari sisi peradilan, perlu ada pedoman yang lebih ketat tentang kriteria 'alasan sangat mendesak' agar tidak ditafsirkan terlalu luas.

WAWANCARA III

	Nama Narasumber
	:
	Ansor, S.H.

	Jabatan
	:
	Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

	Tanggal Wawancara
	:
	20 Januari 2026

	Waktu
	:
	14.00 - 15.00 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam



Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan:
Bapak sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di Pengadilan Agama.Bisakah Bapak menjelaskan tentang tren permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir?
Jawaban:
Berdasarkan data yang tercatat di kepaniteraan, terjadi tren penurunan permohonan dispensasi kawin dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, kami menerima 42 perkara permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 33 perkara. Penurunan sekitar 21 persen ini memang merupakan hal yang positif dan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai memberikan dampak.Penurunan ini juga bisa jadi karena meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak, serta semakin banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak terburu-buru untuk menikah.Namun angka meningkat menjadi 46 Perkara pada tahun 2025, angka 46 dalam setahun masih tergolong tinggi jika kita benar-benar serius ingin menghapuskan perkawinan anak.
2. Pertanyaan:
Berdasarkan data yang ada, apa alasan yang paling sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin?
Jawaban:
Melihat data permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 dan 2025, hampir 60 persen atau sekitar 25 perkara alasannya adalah kehamilan di luar nikah. Ini adalah alasan yang paling dominan dan biasanya hampir pasti dikabulkan oleh majelis hakim karena dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak. Alasan lainnya adalah hubungan yang sudah terlanjur dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinaan, sudah ada lamaran atau pertunangan, untuk mencegah pergaulan bebas, dan ada juga karena faktor ekonomi di mana orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai anak. Dari seluruh permohonan yang masuk, tingkat pengabulannya sangat tinggi, mencapai sekitar 95 persen.Hanya 1-2 perkara saja yang ditolak, biasanya karena administrasi yang kurang lengkap atau para pihak tidak hadir saat persidangan.
3. Pertanyaan:
Bagaimana karakteristik pemohon dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Dari pengalaman saya menangani administrasi perkara-perkara dispensasi kawin, mayoritas pemohon berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah yaitu SD sampai SMA, dan umumnya tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Faktor ekonomi dan budaya masih sangat kuat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Banyak orang tua yang masih menganggap menikahkan anak perempuan adalah cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Ada juga yang beranggapan bahwa pendidikan bukan hal yang penting bagi anak perempuan karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Pandangan-pandangan seperti inilah yang perlu diubah melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif.
4. Pertanyaan:
Apa saja dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon dispensasi kawin?
Jawaban:
Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon harus melengkapi beberapa dokumen, yaitu: pertama, surat permohonan yang memuat identitas pemohon, identitas anak yang dimintakan dispensasi, identitas calon pasangan, alasan permohonan, dan petitum. Kedua, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan calon mempelai.Ketiga, fotokopi Kartu Keluarga (KK). Keempat, fotokopi akta kelahiran anak yang dimintakan dispensasi untuk membuktikan usia anak. Kelima, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan bahwa permohonan nikah ditolak karena calon mempelai belum memenuhi syarat usia. Dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan kehamilan dari bidan atau dokter jika alasannya kehamilan, surat keterangan penghasilan atau pekerjaan calon suami, dan ijazah pendidikan terakhir. Semua dokumen ini akan diverifikasi kelengkapannya oleh petugas meja pendaftaran sebelum perkara didaftarkan.
5. Pertanyaan:
Bagaimana prosedur pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Prosedur pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam saat ini sudah dapat dilakukan melalui aplikasi e-Court.Pemohon atau kuasanya dapat mendaftarkan perkara secara online dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah berkas diperiksa kelengkapannya oleh petugas, pemohon akan mendapat taksiran biaya perkara yang harus dibayarkan melalui bank yang ditunjuk. Untuk perkara dispensasi kawin, biaya perkara sekitar Rp1.240.000,- yang meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, dan biaya redaksi. Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara akan didaftarkan dan pemohon akan mendapat nomor register perkara. Ketua Pengadilan kemudian akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa perkara dan menetapkan hari sidang. Pemanggilan kepada pemohon dilakukan oleh jurusita minimal 3 hari sebelum hari sidang.
6. Pertanyaan:
Berapa lama rata-rata waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Perkara dispensasi kawin termasuk perkara yang diprioritaskan penyelesaiannya mengingat sifatnya yang mendesak, terutama untuk perkara yang beralasan kehamilan.Rata-rata waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sekitar 7-14 hari kerja sejak perkara didaftarkan hingga penetapan dibacakan. Untuk perkara dengan alasan kehamilan yang sudah mendekati waktu persalinan, kami berupaya mempercepat proses pemeriksaan agar penetapan dapat diterbitkan sebelum anak lahir. Setelah penetapan dibacakan dan salinan penetapan diterbitkan, pemohon dapat segera mengurus administrasi pernikahan di KUA dengan membawa salinan penetapan dispensasi kawin sebagai salah satu syarat.

WAWANCARA IV

	Nama Narasumber
	:
	Drs. H. Kaya Hasibuan

	Jabatan
	:
	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang

	Tanggal Wawancara
	:
	19 Januari 2026

	Waktu
	:
	10.00 - 11.00 WIB

	Tempat
	:
	Kantor MUI, Kabupaten Deli Serdang



Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia perkawinan?
Jawaban:
Dalam perspektif fiqih Islam klasik, memang tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan. Para ulama fiqih umumnya menggunakan konsep baligh sebagai penanda kesiapan seseorang untuk menikah.Seseorang dianggap baligh jika telah mengalami tanda-tanda biologis tertentu, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.Namun demikian, Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan dalam menjalani kehidupan perkawinan.Konsep ba'ah atau kemampuan dalam hadits Nabi yang menganjurkan pemuda untuk menikah jika sudah mampu, tidak hanya mencakup kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.Dalam konteks modern, kesiapan ini tidak hanya diukur dari aspek biologis semata, tetapi juga meliputi kesiapan mental, emosional, pendidikan, dan sosial ekonomi.
2. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Bapak tentang penetapan batas usia perkawinan 19 tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019?
Jawaban:
Menurut saya, penetapan batas usia 19 tahun merupakan kebijakan yang dapat diterima dan sejalan dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan dalam Islam. Meskipun fiqih klasik tidak menetapkan batas usia tertentu, namun pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan demi kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariat. Penetapan batas usia 19 tahun dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini yang telah terbukti secara ilmiah, seperti risiko kesehatan reproduksi, hambatan pendidikan, ketidaksiapan psikologis, dan kerentanan terhadap kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaidah fiqih disebutkan 'tasharruf al-imam ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah' yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.
3. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Islam tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)?
Jawaban:
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child dalam terminologi Islam sejalan dengan konsep maslahah al-tifli atau kemaslahatan anak.Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai amanah dari Allah SWT.Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 6, Allah SWT memerintahkan untuk menguji kecakapan anak yatim sebelum menyerahkan hartanya, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan anak sebelum membebaninya dengan tanggung jawab tertentu.Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqashid al-syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Perkawinan anak yang belum siap dapat membahayakan kelima aspek tersebut. Setiap keputusan yang menyangkut anak harus benar-benar mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak, bukan apa yang terbaik bagi orang tua atau keluarga.
4. Pertanyaan:
Dalam perkara Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, alasan permohonan adalah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini?
Jawaban:
Kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama akibat hubungan anak yang sudah sangat dekat memang merupakan kekhawatiran yang wajar dan dapat dipahami. Islam sangat melarang perzinaan dan menganjurkan untuk menutup semua jalan yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut.Namun demikian, perlu diingat bahwa perkawinan bukanlah satu-satunya solusi untuk mencegah perzinaan. Ada banyak cara lain yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan pengawasan orang tua, memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak, membatasi pergaulan bebas, dan memberikan pemahaman kepada anak tentang batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika perkawinan dilakukan sementara anak belum siap secara mental, pendidikan, dan ekonomi, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru yang mungkin lebih besar dari masalah yang ingin dihindari.
5. Pertanyaan:
Apa peran tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak?
Jawaban:
Tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak karena masyarakat pada umumnya sangat menghormati dan mendengarkan pendapat tokoh agama.Pertama, tokoh agama dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui khutbah Jumat, pengajian, dan majelis taklim tentang pentingnya mempersiapkan anak dengan baik sebelum menikah, termasuk pendidikan, kematangan mental, dan kesiapan ekonomi.Kedua, tokoh agama dapat meluruskan pemahaman yang keliru tentang hukum perkawinan anak dalam Islam. Banyak masyarakat yang mengira bahwa Islam membolehkan perkawinan pada usia berapapun, padahal Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan. Ketiga, tokoh agama dapat memberikan konseling dan nasihat kepada orang tua yang ingin menikahkan anaknya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Keempat, tokoh agama dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam program pencegahan perkawinan anak.
6. Pertanyaan:
Apakah Bapak sering dimintai pendapat oleh masyarakat mengenai perkawinan anak?
Jawaban:
Ya, sebagai Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang, saya sering dimintai pendapat oleh masyarakat mengenai berbagai masalah keagamaan termasuk perkawinan.Untuk kasus perkawinan anak, biasanya orang tua datang untuk meminta pandangan saya sebelum memutuskan untuk menikahkan anaknya atau sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.Dalam kondisi seperti ini, saya selalu berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak perkawinan anak dari berbagai aspek. Saya juga menyampaikan bahwa meskipun Islam tidak melarang secara tegas perkawinan pada usia muda, namun Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan dan kemaslahatan. Jika perkawinan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah akan sulit tercapai. Sayangnya, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat ini, terutama jika sudah terlanjur terjadi kehamilan.
7. Pertanyaan:
Apa harapan Bapak terkait upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Deli Serdang?
Jawaban:
Harapan saya, semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga harus bersatu padu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga anak benar-benar siap. Secara khusus di wilayah Deli Serdang
yang merupakan daerah pinggiran dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, perlu ada program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan akses pendidikan terutama bagi anak perempuan. Jika ekonomi keluarga membaik dan anak-anak memiliki akses pendidikan yang baik, maka faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak dapat diminimalisir.Saya juga berharap agar masyarakat tidak lagi memandang perkawinan sebagai satu-satunya solusi bagi masalah hubungan anak yang sudah dekat, melainkan lebih mengutamakan pendidikan dan pengawasan yang baik terhadap anak-anak mereka.




PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
	
	Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;
Suranta Karo-Karo alias Suranta Kacaribu bin Ndameken Kacaribu,umur48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Suranta, Dusun II, Desa Namo Landur, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang,sebagai Pemohon I;
Suhemi Armi Br Kembaren alias Suhemi Armi binti Abd.Rahman K Alias Abd. Rahman,umur47 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Suranta, Dusun II, Desa Namo Landur, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang,sebagai Pemohon II;
Nasrul alias Nasrul Tanjung bin Jahan,umur51 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Nasrul, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
Ely Eriyanti alias Ely Erianti binti Sutan Andah,umur49 tahun, agama islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Nasrul, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
	Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 
1.   Bahwa pada tanggal 02 Juni 2001, Pemohon Idan  Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/10/IV/2001, tertanggal 01 Juni 2001;
2.   Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1995, Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/04/VIII/1995, tertanggal   Agustus 1995;
3.   Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama : 
Nama		: Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu
NIK			: 1207067001070001
Tempat/Tgl Lahir	: Namo Landur, 30 Januari 2007 
Umur			: 17 tahun 04 bulan
Pendidikan 		: SD
Agama		: Islam
Pekerjaan		: Belum bekerja
Tempat Kediama	: Dusun II, Desa Namo Landur, Kecamatan Namo 
  Rambe, Kabupaten DeliSerdang
dengan calon suaminya :
Nama		: Randika Molana bin Nasrul Tanjung
NIK			: 1207061803070002
Tempat/Tgl Lahir	: Sidodadi, 18 Maret 2007
Umur			: 17 tahun 02 bulan
Pendidikan		: SLTP
Agama		: Islam
Pekerjaan		: Pedagang
Tempat Kediaman	: Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Namo Rambe, 
  Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli 
Serdang;
4. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung dikarenakan keduanya telah menjalin komunikasi sangat dekat sejak 01 April 2023, serta telah melaksanakan acara lamaranpada tanggal 17 Mei 2024 dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu dan Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjungtelah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Namo Rambe, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 04 (empat) bulan dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV masih 17 (tujuh belas)tahun 02 (dua) bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta Pemohon III  dan Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain; 
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
10. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama  Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;
ATAU, apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini,  para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak-anak yang dimintakan dispensasi hadir di persidangan; 
Bahwa, Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak-anak  yang dimintakan dispensasi kawin, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;
Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;
Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonan;
Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang mengaku bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
· Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
· Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 4 bulan; 
· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk menikahkan saya dengan calon suami yang bernama Randika Molana;
· Bahwa saya saat ini sudah sangat ingin menikah dengan Randika Molana ; 
· Bahwa saya sangat ingin menikah dengan Randika Molana karena hubungan saya dengan Randika Molana sudah sangat dekat sejak satu tahun lalu; 
· Bahwa saya mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap hal tersebut  sudah mempersiapkan diri dengan baik; 
· Bahwa saya ingin menikah dengan Randika Molana atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun; 
· Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab; 
· Bahwa saya telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan saya saat ini belum berumur 19 tahun; 
· Bahwa saya dengan Randika Molana tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah; 
· Bahwa status saya dan Randika Molana saat ini adalah gadis dan lajang serta tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
· Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga Randika Molana telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan saya  dengan Randika Molana segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
	Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
· Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
· Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 02 bulan; 
· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk menikahkan saya dengan calon isteri yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu;
· Bahwa saya saat ini sudah sangat ingin menikah denganDona Salsabila Br Kacaribu ; 
· Bahwa saya sangat ingin menikah dengan Dona Salsabila Br Kacaribu karena hubungan saya dengan Dona Salsabila Br Kacaribu sudah sangat dekat sejak satu tahun lalu; 
· Bahwa saya mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap hal tersebut  sudah mempersiapkan diri dengan baik; 
· Bahwa saya ingin menikah dengan Dona Salsabila Br Kacaribu atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun; 
· Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab; 
· Bahwa saya telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan saya saat ini belum berumur 19 tahun; 
· Bahwa saya dengan Dona Salsabila Br Kacaribu tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah; 
· Bahwa status saya dan saat ini adalah lajang dan gadis serta tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
· Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga Dona Salsabila Br Kacaribu telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan saya  dengan Dona Salsabila Br Kacaribu segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
	Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207060403760003 an.Pemohon I, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207065404770002 an.Pemohon II, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207072211720001 an.Pemohon III, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207075207740001 an.Pemohon IV, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207067001070001 an. Dona Salsabila Br Kacaribu, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207061803070002 an. Randika Molana, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 120706140909291 an.Pemohon I, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1207062310150005 an.Pemohon IV, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah an. Dona Salsabila Br Kacaribu yang dikeluarkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Randika Maulana yang dikeluarkan Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 tanggal 16 Juni 2018, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-15052024-0082 tanggal 15 Mei 2014, an. Dona Salsabila Br Kacaribu, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-12102018-0049 tanggal 12 Oktober 2018, an. Randika Molana, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 309/10/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 124/04/VIII/1995 tanggal ..Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B-094/KUA.12.07.06/PW.01/V/2024 tertanggal  21 Mei 2024 an. Dona Salsabila Br Kacaribu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B-093/KUA.12.07.06/PW.01/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024 an. Randika Molana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
B. Saksi
1. Iyus Triani binti Tukiman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Salon, tempat tinggal di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdangtelah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
· Bahwasaksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
· Bahwa saksi kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal Randika Molana anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Dona Salsabila dan Randika Molana karena masih belum cukup umur untuk menikah;
· Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah sangat akrab sejak 1 tahun yang lalu; 
· Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan;
· Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
· Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
· Bahwa Randika Molana bekerja di rumah makan dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
· Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
2. Andrean Rafi Kasfari bin Nasrul Tanjung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdangtelah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
· Bahwasaksi kenal dengan para Pemohon karena saksi abang kandung Randika Molana;
· Bahwa saksi kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal Randika Molana anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Dona Salsabila dan Randika Molana karena masih belum cukup umur untuk menikah;
· Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah sangat akrab sejak 1 tahun yang lalu; 
· Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan;
· Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
· Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
· Bahwa Randika saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
· Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
Bahwa, para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan; 
	Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;
	Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1)  dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan orangtua para Pemohon, oleh karenanya ketentuan  Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak-anak para Pemohon sebagai kedua calon mempelai serta orangtua para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita dan pria untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa kehendak anak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorambe karena usia anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka para Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai wanita dan mempelai pria adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;
 Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena calaon mempelai wanita yang bernama Dona Slsabila dan calon mempelai pria yang bernama Randika Molana dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat. Kedua belah pihak keluarga sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masih dibawah 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syaratmateril pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: 
· Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2001 dan mempunyai anak bernama Dona Salsabila yang lahir pada tanggal 30 Januari 2007 dan sampai saat ini masih berumur 17 tahun 04 bulan;
· Bahwa Pemohon III dan IV adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1995 dan mempunyai anak bernama Randika Molana yang lahir pada tanggal 18 Maret 2007 dan sampai saat ini masih berumur 17 tahun 02 bulan
· Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akrab sejak satu tahun yang lalu; 
· Bahwa antara Dona Salsabila dengan Randika Molana tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
· Bahwa Dona Salsabila dan Randika Molana berstatus sebagai gadis dan jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan orang lain; 
· Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan pihak keluarga telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut segera setelah mendapat Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
· Bahwa Dona Salsabila dan Randika Molana ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta siap secara lahir dan bathin dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka nanti;
· Bahwa para Pemohon dan kedua calon mempelai telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut Dona Salsabila dan Randika Molana sudah mempersiapkan diri baik untuk menjadi seorang isteri atau sebagai seorang suami yang bertanggungjawab
· Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk turut ikut membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
· Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe telah menolak permohonan nikah Dona Salsabila dan Randika Molana karena belum mencapai umur 19 tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Dona Salsabila dengan Randika Molana hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa antara anak Dona Salsabila dengan Randika Molana tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun namun bisa dikatagorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;
Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang cukup erat sejak satu tahun yang lalu, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memnuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;
Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon (Dona Salsabila dan Randika Molana) merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;
 Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut: 
درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya:Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208). 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak yang bernama Dona Salsabila dengan Randika Molana untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;
Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon;  
2.  Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung;  
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); 
Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;
	Hakim Tunggal,
dto
Dra. Emidayati

	Panitera Pengganti,
dto
Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H



Perincian biaya :
-  PNBP	Rp  80.000,00
-  Proses	Rp  50.000,00
-  Panggilan	 Rp1.100.000,00
-  Meterai	Rp  10.000,00+
   Jumlah        Rp1.240.000,00
   (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
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